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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

TAHUN 2011
NOMOR 2 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa keberhasilan pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor
pendukung utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan
pertanian menuju ketahanan pangan, peningkatan pendapatan
petani dan peningkatan ekonomi nagari;

b. bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang
dilaksanakan oleh pemerintah melibatkan semua pihak yang
berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran
serta masyarakat petani.

c. bahwa pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok pembaharuan
kebijaksanaan pengelolaan irigasi dan pemerintah daerah perlu
menindaklanjuti sesuai dengan tujuan pembangunan irigasi yang
menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956, tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

2.Undang-undang...

.
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2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209)

4. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1347)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3469)

10. Peraturan ...

.
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10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1982,
tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3225);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pencemaran Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587)

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4592)

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006
tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4624);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737)

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan
Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan kelestarian Daerah Aliran
Sungai;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan;

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
tentang Dewan Sumber Daya Air;

20.Peraturan.......
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21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42 Tahun 1989, tentang
Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil berikut wewenang
pengurusannya kepada P3A oleh Departemen Pekerjaan Umum;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1994, tentang
Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Iyuran Pelayanan
Irigasi (IPAIR);

23. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 06/SKB/M.V/1999, Nomor : 08/SKB/M/1999,
Nomor 560.KPTS/KP/50/V/1999 dan Nomor : 44 Tahun 1999
tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A) melalui Koperasi;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999, tentang
Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam
Penegakan Peraturan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran dan Berita Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007, tentang
Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
Partisipatif;

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007, tentang
Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

33.Peraturan....
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33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007, tentang
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007, tentang
Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2003
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 12 Seri D)

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Derah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara
Pemerintah Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

5.Dewan...


